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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor l, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3474; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

Menimbang : a bahwa untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan 
penerbitan dokumen kependudukan secata profesional, terpadu, terarah, 
terkoordinasi dan berkesinambungan serta didukung dengan kesadaran 
penduduk yang semakin meningkat; 

b. bahwa Retribusi merupakan salah satu somber pendapatan daerah yang 
penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah; 

c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi penggantian 
biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan pendaftaran penduduk sudah 
tidak sesuai lagi sebagai akaibat adanya perubahan peraturan perundang­ 
undangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, 
huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil; 

BUPATI GIANYAR, 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIA YA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK 
DAN AKTA CA TAT AN SIPIL 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Daerah; 

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

· Tahun 2004 Nomor 119); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4736); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4674); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4634); ,. 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan :(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53 Tambah$1 Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 
4389); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar. 
3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. 
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Gianyar. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan : RETRIBUSI PENGGANTIAN BIA YA CET AK KARTU T ANDA 
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

dan 
BUPATI GIANY AR 

Dengan Persetujuan Bersama 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang 
Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu 
Tanda Penduduk, Buku Register Aleta dan Kutipan Catatan Sipil, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 35 A Tahun 2005; 

15. Peraturan Daerah ~vinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa 
Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D 
Nomor 29), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11 ); 



6. Carnal adalah Carnal Gianyar, Blahbatuh, Sukawati, Ubud, Payangan, 
Tegallalang dan Tampaksiring. 

7. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten 
Gianyar. 

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 
bertempal tin~ di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang­ 
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 
11. Orang Asing Tinggal T erbatas adalah Orang Asing yang tinggal 

dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia 
dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang 
berwenang. 

12. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam 
Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap 
dari Instansi yang Berwenang. 

13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya 
disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang 
mengalami harnbatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang 
disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempal 
tinggal di daerah terbelakang. 

14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan 
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 
Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya 
disingkat SIAK. adalah Sistem informasi yang memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan 
informasi administrasi kepedudukan ditingkat penyelenggara dan 
Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 

16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 
oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai 
alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan 
Penduduk Rentan Administarsi kependudukan serta penerbitan 
dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan 
kependudukan. 

18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk 
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terbadap penerbitan 
atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau 
surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, 
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 



19. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang 
jati diri, infonnasi da.sar serta riwayat perkembangan dan perubahan 
ke.adaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 

20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah 
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan 
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 

21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Jwtu identitas 
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan 
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

22. Kepala Keluarga adalah : 
a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai 

hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap 
keluarga; 

b, orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau 
c. kepala kesatrian. asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana 

beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. 
23 Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas 

resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh lnstansi 
Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

24 Perpindahan Penduduk adalah berpindahnya status tempat tinggal 
penduduk dari tempat tinggal tetapnya ketempat lain, baik untuk 
sementara maupun tinggal tetap. 

25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal 
untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama 
kc tempat yang baru. 

26. Penduduk Tinggal Sementara adaJah penduduk yang berpindah dari 
tempat tinggal tetapnya untuk tinggal sementara di tempat lain dan 
yang bersangkutan tidak bennaksud menjadi penduduk tetap di 
daerah tujuan. 

27. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakuk.an pencatatan 
peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana 
yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

28. Petugas Registrasi yang selanjutnya disebut Registrar adaiah Pegawai 
Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan 
pelayanan, pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 
serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat 
Desa/Keluralwl. 

29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang 
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, pedcawinan, perceraian, 
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan 
nama, dan perubahan status kewarganegaraan. 

30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami 
oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada lnstansi 
Pelaksana. 



31. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak 
terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas 
persetujuan ibu kandung anak tersebut. 

32. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang 
lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepa.sang 
suami istri. 

33. Buku Harian P~stiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang 
selanjutnya dismgkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk 
mencatat kegiatan harian di desa/kefurahan, kecamatan dan 
kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa 
penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen 
penduduk. 

34. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku 
yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh 
seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap 
terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk 
Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal 
Tetap. 

35. Buku Mutasi Penduduk yang selanju1nya disingkat BMP adalah buku 
yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting 
dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status 
anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/k:elurahan 
bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing 
Tinggal Tetap. 

36. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BIPS 
adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status 
yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan 
diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa 
kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan 
Orang Asing Tinggal Terbatas. 

37. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BMPS 
adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap 
peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut 
jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut 
keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal 
Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas. 

38. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama 
Kabupaten Gianyar, 

39. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Kantor Urusan Agarna untuk 
yang beragama Islam. 

40. Peristiwa besar adalah suatu keadaan yang dialami oleh penduduk 
sebagai akibat karena peperangan. bencana alam, bencana sosial dan 
lain sebagainya 

41. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap 
seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, 
pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan 
nama yang diterbitlcan dan disimpan oleh Instansi Pelak.sana sebagai 
Dokumen Negara. 



Pasal 3 

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan 
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil. 

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : 
a. dokumen kependudukan; 
b. pelayanan yang sama dalarn Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil; 
c. perlindungan atas Data Pribadi; 
d. kepastian hukum atas kepemililcan dokumen; 
e. infonnasi mengenai data basil Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; dan 
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan 
Oat.a Pribadi oleh Instansi Pelaksana. 

Pasal 2 

BAB II 

HAK DAN KEW AJIBAN 

42. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan 
Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan 
maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perlcawinan, perceraian, 
kematian, pengakuan dan pengesahan analc. pengangkatan anak clan 
perubahan nama. 

43. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil 
yang kedua daJJ. seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi 
Pelaksana karenh Kutipan Aleta yang asli (pertama) hilang, rusak atau 
musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang 
berwajib. 

44. Salinan Akta adalah salinan lengkap asli Aleta Catatan Sipil yang 
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas pennintaan pemohon. 

45. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Instansi 
Pelaksana mengenai sesuatu hat yang berlcaitan dengan tugas 
pelayanan Instansi Pelaksana. 

46. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

4 7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. . 



(3) lnstansi Pelaksana dalam mclalcsanakan urusan Administrasi 
Kependudukan dcngan kewcnangan yang meliputi : 
a. memperoleh keterangan dan data yang bcnar tentang peristiwa 

kcpendudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk; 
b. mcmperolch data mengenai peristiwa penting yang dialami 

penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; 
c. memeberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting untuk penyelidikan, penyidikan dan 
pembuktian kepada lembaga peradilan; dan 

(2) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi 
Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : 
a. mcndaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa 

pen ting; 
b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada 

setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting; r- 

c. menerbitkan dokumen kependudukan; 
d. mcndokumentasikan basil Pcndaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil; 
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting; dan 
f. melalcukan verifikasi dan validasi data dan infonnasi yang 

disampaibn oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

Pasal4 

(I) Pemerintah Daerah bcrkewajiban dan bcrtanggung jawab 
menyelenggarakan urusan Administrasi Kepcndudukan yang 
dilakukan oleh Bupati dcngan kewenangan meliputi : 
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di 

Bidang Aruw'inistrasi Kependudukan; 
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
d. pembinaan clan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan; 
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di Bidang 

Administrasi Kependudukan; 
f. penugasan kepada Desa untuk mcnyelcnggarakan sebagian 

urusan Administrasi Kependudukan berdasarlcan atas tugas 
pembantuan; 

g. pengelolaan dan penyajian Data Kepcndudukan bcrskala 
Kabupaten; dan 

h. koordinasi pengawasan atas penyelcnggaraan Administrasi 
Kependudukan. 



Pasal 7 
Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat oleh Bupati dari 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 

BAB DI 

REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL 

Pasal 6 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara 
Indonesia di Desa atau Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar. 

(1) Instansi Pe~ dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 
dan Pencawao Sipil melakukan: 
a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa 

kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi 
Kependudukan; 

b. pencatatan peristiwa penting; 
c. penerbitan dokumen basil pendaftaran penduduk, meliputi : 

1. biodata penduduk ; 
2. KK; 
3. KTP; dan 
4. surat keterangan kependudukan. 

d. penerbitan dokumen basil pencatatan sipil, meliputi : 
1. akta kelahiran; 
2. akta kematian; 
3. akta perlcawinan; 
4. alcta perceraian; dan 
5. akta pengakuan anak. 

e. perubahan ak1a catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, 
meliputi: 
I. pengangkatan anak; 
2. pengesahan anak; 
3. perubahan nama; 
4. perubahan kewarganegaraen; dan 
5. peristiwa penting lainnya. ·· 

(2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh lnstansi 
Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil di Daerah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 5 

d. mengelola data dan mendayagunakan infonnasi basil 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan 
pembangunan. 



. 
b. biodata penduduk untuk Orang Asing,dengan kodc F-1.02; dan 
c, biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota 

keluarga Warga Negara Indonesia dengan kode F-1.03. 

1.01; 

Pasal 10 

( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan 
pemutakhiran Biodata Penduduk . 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
petugas. dengan mernerilcsa status dan kebenaran identitas yang 
dimiliki penduduk. 

(3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan fonnulir : 
a. biodata penduduk untuk WNI (per keluarga). dengan kode F- 

Paragraf 1 

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk 

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk, Nomor Induk 
Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk 

Bagian Kesatu 

\ 

PENDAITARAN PENDUDUK 

BABN 

Pasal 8 

( 1) Pcjabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari 
Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil di Dacrah. 

(2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat oleh )3upati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
persyaratan at'5 usulan kepala Instansi Pelaksana yang mengelola 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah . 

Pasal 9 

(1) Pejabat Pencatatan SipiJ menerima, memverifikasi dan memvalidasi 
kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan 
alcta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil. 

(2) Dalam hat Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari unit 
yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 



Paragraf2 

Nomor lnduk Kependudukan 

Pasal 14 

(I) Setiap penduduk wajib memiliki NIK. 

(2) NIK diberikan oleh pemerintah melalui Instansi Pelaksana setelah 
biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional 
menggunakan Sistem Infonnasi Administrasi Kependudukan pada 
saat penduduk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga. 

(3) NIK Sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berlaku scumur hidup, 
terdiri 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel kode wilayah, 
tanggal lahir dan nomor seri penduduk. 

(4) NIK Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicanturnkan dalam setiap 
dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, 
surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asurasi, 
sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. 

Pasal 13 

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia. Orang Asing Tinggal 
Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri 
karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat 
oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan. 

Pasal 12 

(I) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
IO ayat ( 1) dilakukan oleh petugas Instansi Pelaksana berdasarkan 
laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan 
Perubahan Data Kependudukan. 

(2) Surat Pcmyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dengan kode F-1.05. 

(3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan 
formulir kode F-1.04. 

Pasal 11 

(1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau 
anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarga sesuai 
dengan persyaratan yang ditentukan. 

(2) Penyampaian in,formasi scbagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk 
pencatatan bio&ta bagi orang yang mengalami hambatan mental 
dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat 
Surat kuasa. 



(l 0) Setiap terjadi perubahan biodata dalam KK wajib dilakukan 
perubahan KK. 

( 11) KK yang hilang dan/atau rusak harus diganti. 
(12) Penerbitan KK. sebagai dasar penerbitan KTP. 
(13) Waktu penerbitan KK paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

setelah semua persyaratan dipenuhi. 
(14) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 

pennohonan penerbitan KK diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 15 ' 
~ 

(J) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK. 
(2) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 
(3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 

berdasarkan pennohonan penduduk WNI atau penduduk Orang 
Asing Tinggal Tetap. 

(4) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota 
keluarga. 

(5) Dalam KK setiap anggota keluarga diberikan NIK. 
(6) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam satu KK. 
(7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memiliki nomor yang 

terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel 
kode wilayah, tanggal pencatatan dao nomor seri KK. 

(8) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh 
pemerintah dan diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana setelah biodata 
Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional 
menggunakan SIAK. 

(9) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan : 
a. fonnulir dengan kode F-1.06 ~tuk pennohonan KK baru atau 

KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama 
keluarga lain di dacrah tujuan atau penduduk yang ditinggal 
pindah oleh kepala keluarga; dan 

b. blangko KK dengan kode B-1.01. 

Kartu Keluarga 

Paragraf3 



Pasal 18 

(l) DaJam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang 
bersangkutan, dcngan ketentuan : 

(7) Waktu pcnerbitan KTP paling lama 14 (empat bclas) hari setelah 
semua persyaratan dipcnuhi. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengcnai tata cara, persyaratan permohonan 
dan penerbitan KTP, pcrubahan, penggantian dan pcrpanjangan KTP 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

(6) Bagi penduduk korban bencana alam/sosial KTP diberikan oleh 
Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya. 

Pasal 17 

(l) Masa bcrlaku KTP adalah 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 
setelah masa berlakunya habis. 

(2) Masa berlaku KTP bagi Warga Negara Asing (WNA) yang punya 
izin tinggal tctap kurang dari 5 (lima) tahun discsuaikan dengan izin 
tinggal tetapnya. 

(3) KTP yang hilang dan/atau rusak harus diganti. 

(4) Pencrbitan KTP Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru datang 
dari luar ncgeri dilakukan setclah ditcrbitkan surat keterangan datang 
dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana yang menyelenggarakan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

(5) KTP untuk penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas 
berlaku seumur hidup. 

Pasal 16 

(l) Setiap pcnduduk di Daerah Kabupaten Gianyar yang telah bcrurnur 
17 (tujuh belasV.ahun dan/atau sudah kawin atau pemah kawin wajib 
memiliki KTP. 

(2) KTP diterbitkan olch Instansi Pelaksana. 
(3) KTP hanya diberikan kepada pcnduduk yang tclah berumur 17 (tujuh 

belas) tahun dan/atau sudah kawin atau pemah kawin. 
(4) KTP wajib dibawa setiap bepcrgian. 
(5) Setiap penduduk dilarang memiliki lebih dari J (satu) KTP. 
(6) Setiap terjadi pcrubahan biodata KTP harus dilakukan perubahan 

KTP. 

Paragraf 4 

Kartu Tanda Penduduk 



Paragraf' 1 

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI 

Pasal20 

( 1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran pindah datang penduduk 
WNI berdasarbn pelaporan penduduk dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
a. klasifikasi 1 : dalam satu desa/kelurahan ; 
b. klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan ; 
c. klasifikasi 3 : antar kccamatan dalam satu kabupaten ; 
d, klasifikasi 4 : antar kabupaten dalam satu provinsi ; atau 
e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia. 

(2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah 
Datang. 

(3) Sahnya pindah datang penduduk adalah setclah ditandatanganinya 
Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). 

Bagian Ketiga 

Pendaftaran Pcrpindahan Penduduk 

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang 
menyebabkan perubahan alamat penduduk, Instansi Pclaksana 
melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan 
mcmberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya. 

Pasal 19 

Bagian Kedua 

Pendaftaran Perubahan Alamat 

a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto 
berwama merah; dan 

b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto 
berwama biru. 

(2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm 
dengan ketentuan 700/o tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan 
tidak dipcrt,olel)bn menggunakan cadar. 

(3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan: 
a. fonnulir permohonan KTP dengan kode F-1.07; dan 
b. blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal 

Tetap dengan bahan dasar kcrtas sekuriti dengan kode B-1.02. 



( 6) Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Kcterangan Pindah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan 
ayat ( 5) digunakan scbagai dasar : 
a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; 
b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan; dan 
c. perekaman ke dalam database kependudulcan di daerah asal dan 

tujuan pindah. 

(7) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I}, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mcnggunakan 
formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.08. 

(8) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) huruf a 
dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan mengikuti : 
a. hanya kepala keluarga ; 
b. kepala keluarga dan selwuh anggota keluarga ; 
c. kepala keluarga dan scbagian anggota keluarga; atau 
d. hanya anggota keluarga. 

(5) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 4 dan 5 
diterbitkan dan ditanda1angani oleh Kepala Instansi Pelaksana di 
daerah tujuan berdasarkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan 
dan ditanda tangani oleh Kepala lnstansi Pelaksana di daerah asal. 

(4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 
diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama lnstansi 
Pelaksana di daerah tujuan bcrdasarkan Surat Keterangan Pindah 
yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama lnstansi 
Pelaksana di daerah asal. 

(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tidak dibcrikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Kepala 
Desa ketempat perekaman data kependudulcan. 

(3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untulc klasiftk.asi 2 
ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa di daerah tujuan berdasarkan 
Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa 
didaerah asal atas nama Instansi Pelaksana. 

Pasal 21 

Pelaksanaan pendaftaran pcndudulc sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 
20 di dacrah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat 
Keterangan Pindah di daerah asaJ. 

/. Pasal 22 

( 1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk 
klasifikasi 1, dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa setempat atas nama 
lnstansi Pclaksana. 



( 1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan 
Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang 
bennaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimalcsud dalarn 
Pasal 23 ayat (2) hwuf a, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan 
membawa pcrsyaratan yang diperlukan. 

(2) Berdasarkan pelaporan Pcnduduk Orang Asing yang bennaksud 
pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Instansi Pelaksana 
menerbitkan dan menandatangani Surat Kcterangan Pindah Datang. 

Pasal 25 

Pasal 24 

Pelaksanaan pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing 
sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 23 ayat (1) di daerah tujuan 
dilakukan berdasark.an laporan pcnduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di 
daerah asal. 

(3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pcnerbitan 
Surat Keterangan Pindah Datang oleh lnstansi Pelaksana di daerah 
asal dan daerah tujuan sesuai klasifikasi, 

( 4) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang Penduduk 
Orang Asing kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa di daerah asal 
dan tujuan pindah. 

(I) lnstansi Pelaksana melalrukan pcndaftaran pindah datang Penduduk 
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Pcnduduk 
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah 
Kabupaten Gianyar dilakukan dengan mempcmatikan klasifikasi 
perpindahan pcnduduk. 

(2) Klasifikasi perpindahan Penduduk Orang Asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. dalam kabupaten; 
b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau 
c. antar provinsi. 

Paragraf2 

P~ Pindah Datang Pcnduduk Orang Asing 

Pasal 23 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pcrsyaratan pindah 
datang penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Pcraturan Bupati. 



Pasal 28 

(1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh 
Lurah/Kepala Desa berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah 
Sementara dari daerah asal. 

(2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal 
Sementara berdasarkan pennohonan tinggal sementara. · 

(3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berlaku paling lama I (satu) tahun dan dapat diperpanjang I 
(satu) kali. 

Pasal 27 

Lurah/Kepala Desa melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di 
daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang 
disahkan oleh Camat. 

Paragraf3 

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara 

Pasal26 

( 1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran WNI yang bennaksud 
tinggal sementara di luar domisili atau'·tempat tinggal tetap. 

(2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
selarna 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan l 
(satu) tahun. 

(3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
tennasuk WNI yang melakukan tu~ atau sekolah kedinasan. 

(3) Instansi Pelaksana menyarnpaikan lembar kedua Surat Keterangan 
Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Lurah/K.cpala Desa tempat tinggal asal. 

(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) digunakan sebagai dasar: 
a. perubahan KK. bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang 

tidak pindah· ! 

b. penerbitan sru.. Kcterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru 
bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas; 
atau 

c. penerbitan K.K clan KTP dengan alamat baru bagi Penduduk 
Orang Asing yag memiliki Izin Tinggal Tetap. 

(5) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah Datang Orang Asing 
kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa tempat tinggal baru. 



Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
30 ayat (2) dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa dengan mencrbitkan Surat 
Pengantar Pindah Ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat. 

Pa.sat 31 

Bagian Keempat 

Pendaftaran Pcrpindahan Penduduk Antar Negara 

Paragraf 1 

Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negcri 

Pasal 30 

( 1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran perpindahan penduduk 
Warga Negara Indonesia ke Luar Ncgeri. 

(2) Perpindahan pcnduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) dengan tujuan untuk menetap selarna I ( satu ) tahun 
berturut - turut atau lebih dari I (satu ) tahun. 

(I) Instansi Pelaksana melaksanakan pendaftaran perpindahan 
penduduk yang bertransmigrasi. 

(2) Pendaftaran perpindahan pcnduduk sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan oleh lnstansi Pelaksana dengan klasifikasi 
perpindahan sebagaimana dimaksud dalaJn Pasal 20 ayat ( 1) huruf 
b, huruf c, huruf d dan huruf e. 

(3) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Instansi yang menangani 
urusan transmigrasi. 

Pasal29 

Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi 

Paragraf4 

(4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) menggunakan : 
a. fonnulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F -1.11 

yang diproses di daerah asal ; 
b. fonnulir pennohonan tinggal sementara dengan kode F - I . 12 

yang diproses di daerah tujuan ; dan 
c. blangko s~ keterangan tinggal sementara dengan kodc 8-1.03. 

(5) Surat Keteran~ Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus dibawa pada saat bepergian. 



Pasal 34 

(1) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 33 
ayat (2) dilalcukan oleh lnstansi Pelalcsana yang mengelola 
Pendaftaran Pcnduduk dan Pencatatan Sipil di daerah berdasarkan 
laporan penduduk paling lama 14 ( empat betas ) hari kerja 
terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan. 

(1) Pendaftaran kedatangan WNI dari Luar Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) menggunakan formulir surat keterangan 
datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.15. 

( 1) Instansi Pelaksana melalcukan pendaftaran kedatangan WNI dari Luar 
Negeri. 

(2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilalcukan oleh Instansi Pelaksana dengan mencrbitkan Surat 
Keterangan datang dari Luar Negerf 

(3) Surat Keterangan datang dari Luar Negeri sebagaimana dimalcsud 
pada ayat (2) digunakan sebagai dasar: 
a. penerbitan KK; 
b. penerbitan KTP; dan 
c. Perekaman dalam database kepcndudukan. 

Paragraf2 

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri 

Pasal 33 

(3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia kc 
Luar Negeri menggunakan fonnulir : 
a. surat pengantar pindah kc Luar Negeri untuk Warga Negara 

Indonesia, dengan kode F-1.13 ; dan 
b. surat keterangan pindah ke Luar Ncgeri untuk Warga Negara 

Indonesia dcngan kode F-1.14. 

(1) Surat pengantar pindah ke luar Ncgeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 diberikan oleh Lurah/Kepala Desa kepada penduduk untuk 
diteruskan pada Instansi Pelalcsana sebagai dasar penerbitan Surat 
Keterangan Pindah ke Luar Negeri. 

i 
(2) Surat keterangan pindah kc Luar Ncgeri sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan 
paspor. 

Pasal 32 



Pasal 37 

Instansi Pelalcsana melakukan pendaftaran pendudulc Orang Asing 
Tinggal Tcrbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing 
Tinggal Tetap. 

Paragraf4 

Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas 
·Yang Mengubah Status Mcnjadi Tinggal Tetap 

(2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan mcnerbitkan Surat Keterangan Tempat 
Tinggal. 

(3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai 
habis masa berlakunya izin tinggal terbatas. 

( 4) Pcndaftaran kcdatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menggunakan : 
a. formulir pendaftaran pendudulc Orang Asing Tinggal Terbatas, 

dengan kode F-1.16 ; dan 
b. blanglco Surat Keterangan Tempat Tinggal, dcngan kode B-1.04 

Pasal 36 

( 1) Pendaftaran kedatangan orang Asing dilakukan olch lnstansi 
Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pcncatatan 
Sipil di dacrah berdasarkan laporan pendudulc paling lama 14 ( 
empat betas ) hari kerja sejak diterbitkan izin Tinggal Terbatas. 

Pasal 35 

Instansi Pelaksan~1 melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing 
dari luar negeri : 
a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat 

izin tinggal terbatas; dan 
b. Pendudulc Orang Asing yang telah bcrada di Indonesia dan telah 

mengubah status menjadi tinggal terbatas. 

Paragraf3 

Pcndaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri 



Paragraf 6 

Peranan Desa Pakraman Dalam Penanganan Pendaftaran Penduduk 

Pasal 41 

(1) Desa Pakraman berperan membantu Perbekel I Kepala Desa I Lurah 
dalam penanganan pendaftaran dan penertiban penduduk secara 
terkoordinasi demi terciptanya situasi yang kondusif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranan Desa Pakraman 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 40 

(1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakulcan oleh Instansi 
Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil dengan pengisian fonnulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri 
paling lama 14 ( empat betas) hari sebelum rencana kepindahannya. 

(2) Pengisian fonnulir keterangan pindah ke Luar Negeri sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di 
Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil di daerah . 

(3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri 
sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) menggunakan fonnulir 
Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, dengan kode 
F·l.18. 

Paragraf 5 

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri 

Pasal 39 

lnstansi Pelaksana melakukan pendaftaran kepindahan penduduk orang 
Asing Tinggal Terbatas atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap yang 
akan pindah ke luar negeri. 

Pasal 38 

(1) Pendaftaran Penduduk Orang Asing tinggal terbatas yang mengubah 
status menjadi penduduk orang Asing tinggal tetap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Instansi Petaksana paling 
lama 14 ( empat betas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal 
Tetap. 

(2) Pendaftaran ~uduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
digunakan sebagai dasar penerbitan .KK dan KTP. 

(3) Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan fonnulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal 
tetap, dengan kode F • 1.17. 



Pasal44 

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi 
Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 
60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. 

Bagian Kesatu 

Pencatatan Kelahiran 

BABV 

PENCATATAN SIPIL 

( 1) Pendataan penduduk korban bencana alam clan bcncana sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) buruf a clan huruf b 
dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan : 
a. fonnulir pcmyataan kehilangan dokumen kependudukan ; 
b. formulir pendataan; clan 
c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data 

kependudulcan Instansi Pelaksana, 

(2) Pendaftaran orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 
ayat (2) huruf c dilakukan oleh Instansi Pclalcsana dengan 
menyediakan : 
a. formulir pcmyataan tidak memiliki dokumen kependudukan ; 
b. formulir pendataan. 

(3) Pcodataan komunitas terpencil dilalrukan secant periodik. 

( 4) Pendataan penduduk rentan adrninduk sebagaimana dimaksud pada 
pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan 
oleh tim pendataan yang dibentuk oleh Bupati. 

Pasal 43 

(1) Instansi Pelaksana melakukan pendataan penduduk rentan adrninduk. 

(2) Penduduk rent.aft adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari : 
a. penduduk korban bencana alam ; 
b. penduduk korban bencana sosial ; 
c. orang terlantar ; clan 
d. komunitas terpencil. 

Bagian KeJima 

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 

Pasal 42 



(1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Penduduk Orang Asing 
Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri 
setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporbn kepada Instansi 
Pelaksana yang mengeJola pendaftaran peduduk dan pencatatan 
sipil di daerah paling lama 30 (tiga puluh ) hari kerja sejak tanggal 
kedatangan untuk pemutakhiran biodata. 

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negcri menggunakan formulir 
pelaporan kelahiran WNI di luar negeri dengan kode F-2.05. 

Pasa146 

( 1) Dalam hat tempat peristiwa kclahiran bcrbeda dengan tcmpat tinggal 
atau domisili ibunya, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan 
menerbitkan Kutipan Aleta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (2) ber1anggung jawab.memberitahukan hat dimaksud 
kepada Instansi Pelaksana yang mcngelola Pendaftaran Penduduk 
dan Pcncatatan Sipil di wilayah tempat domisili. 

(2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak 
diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di 
daerah tcmpat ditcmukannya anak, bcrdasarkan laporan orang yang 
meoemukan dan bukti-bukti lain )'8118 menguatkan. 

(3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan: 
a. formulir pelaporan, dengan kode F-2.01; 
b. fonnulir smat keterangan kelahiran, dengan kode F-2.02; 
c. formulir pelaporan kelahiran di luar domisili orang tua dengan 

kode F-2.03; 
d. fonnulir kelahiran Orang Asing, dengan kode F-2.04; 
e. register akta kelahiran ; dan 
f. kutipan akta kelahiran. 

Pasal 45 

(2) Berdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan 
menerbitkan Kutipan Aleta Kelahiran. 

(3) Kutipan Aleta Kelahiran yang pelayanannya dilakukan tepat waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan kepada penduduk 
tanpa dipungut ~iaya. 

/. 
(4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

melampaui batas walctu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) 
tahun scjak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah 
mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana. 

(5) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan bcrdasarkan 
penetapan Pengadilan Negari. 



(2) Pencatatan perkawinan/nikah bagi penduduk beragama Islam 
dilakukan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten dan/atau 
Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

(3) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh lnstansi 
Pelaksana sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

(4) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh 
Pejabat Pencatatan Sipil pada Register A1cta Perkawinan dan 
diterbitkan Kutipan Aleta Perkawinan. 

Pasal 48 

( 1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan 
menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib dilaporkan oleh 
penduduk kepada Instansi Pelaksana di daerah tempat terjadinya 
peristiwa perlcawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak 
tanggal peristiwa perlcawinan. 

Bagian Ketiga 

Pencatatan Perkawinan 

Bagian Kedua 

/ Pencatatan Lahir Mati 

Pasal 47 

(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana oleh 
penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. 

(2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
direkam dalaln bank data kependudukan nasional dan diterbitkan 
tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati. 

(3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan: 
a. fonnulir pelaporan lahir mati, dengan kode F-2.06: 
b. surat keterangan lahir mati, dengan kode F.2--07; dan 
c. formulir pelaporan lahir mati Penduduk Orang Asing, dengan 

kode F-2.08. 

( 4) Penerbitan surat keterangan lahir mati paling lama 14 ( empat belas) 
hari kerja setelah dipenuhinya semuapersyaratan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelayanan 
kelahiran diatur dengan Peraturan Bupati. 



( 1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk 
yang mengalarni pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan 
tentang pembatalan perkawinan yang telah mempcroleh kekuatan 
hukum tetap, 

(2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat 
dalarn register akta perkawinan dan Instansi Pelaksana mencabut 
kutipan akta pcrkawinan dari kepemilikan subyek akta dan 
mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. 

(3) Pencatatan pcmbatalan perkawinan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan 
perkawinan dengan kode F-2.10. 

(4) Penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan paling lama 7 
(tujuh) hari kcrja setelah dipenuhinya semua persyaratan. 

( 5) Pencatatan pembatalan perkawinan khusus bagi yang beragama 
Islam dilakukan oleh Kantor Departemen Agarna dan/atau Kantor 
Urusan Agarna Kecamatan. 

Pasal 50 

8agian Keempat 

Pencatatan Pembatal~· Perlcawinan 

Pasal49 

(1) Bagi pcnduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib 
dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran 
Penduduk dan rencatatan Sipil di daerah tempet tinggal domisili 
yang bersanglqttan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang 
bersangkutan kembali di Indonesia. 

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
direkam dalarn bank data kependudukan nasional dan di terbitkan 
tanda bukti pclaporan perkawinan luar negeri. 

(3) Pencatatan pcristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menggunakan : 
a. fonnulir pelaporan perkawiur4 dengan kode F·2.09; 
b. register akta pcrkawinan ; dan 
c. kutipan akta perkawinan. 



Pasal 53 

(1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh 
penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) 
hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Bagian Keenam 

Pencatatan Pembatalan Perceraian 

Pasal 52 

(1) Berdasark.an perc.eraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pereeraian, 
memberikan catatan pinggir pada Register Aleta Perkawinan, 
mencabut Kutipan Aleta Perkawinan dan menerbidcan Kutipan Akta 
Perccraian. 

(2) Dalam bal tempat peristiwa perceraian berbcda dengan tempat 
pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat 
peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian 
memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada lnstansi 
Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan. 

(3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan: 
a. fonnulir pelaporan perceraian , dengan kode F~2.11; 
b. register aJcta perceraian ; dan 
c. kutipan akta perceraian. 

(4) Pcncatatan perceraianltalak khusus bagi penduduk beragama Islam 
dilakukan oleh Kantor Departemen Agama dan/atau Kantor Urusan 
Agama Kecamatan. 

( 5) Perceraian yang dilaksanakan di luar wilayah Republik Indonesia 
wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam 
puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. 

Setiap perceraian yang telah mendapatkan penctapan pengadilan wajib 
dilaporlcan oleb ypg bcrsangkutan atau kuasanya kepada Instansi 
Pelaksana yang mengelola pandaftaran penduduk dan pencatatan sipil di 
daerah tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (cnam puluh) hari 
sejak tanggal pene1apan pengadilan tentang perceraian memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

Pasal 51 

Pcncatatan Perceraian 

Bagian Kelima 



Bagian Kedelapan 

Pencatatan Pengakuan Anak 

Pasal 55 

(1) Pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah wajib 
dilaporkan oleh orang tua paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal surat pengakuan anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu 
kandung dari anak yang bersangkutan. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan 
diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. 

(3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan 
pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. 

Bagian Ketujuh 

iPcncatatan Pengangkatan Anak 

Pasal 54 

( 1) Pengangkatan anak yang telah mcndapatkan penetapan Pcngadilan 
wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana berdasarkan laporan 
penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan 
penetapan Pengadilan. 

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat 
oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan 
Kutipan Aleta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir. 

(3) Pelaporan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana dilakukan 
oleh orang tua atau kuasanya, dengan melampirkan data : 
a. penctapan Pengadilan Negcri tentang Pengangkatan Anak; 
b. akta kelahiran anak yang bersangkutan; dan 
c, dolrumen imigrasi bagi Warga Negara Asing. 

(4) Pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia yang 
dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan kepada lnstansi 
Pelaksana di tempat tinggalnya I domisili paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali kc Indonesia. 

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi 
Pelaksana mengukuhkan Keterangan Pengangkatan Anak. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Instansi 
Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan 
subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan 
perceraian. 



Pasal 58 

( 1) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, 
Instansi Pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan a.kta 
kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) 
memberitahukan kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat 
domisili. 

Pasal 57 

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau orang yang 
mewakili kepada Instansi Pcla.ksana paling lama 30 (tiga puluh) hari 
seja.k tanggal kematian. 

(2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melampirkan data : 
a. surat keterangan kematian dari rumah sakit atau Lurah/Kepala 

Desa; 
b. akta kelahiran yang bersangkutan; 
c. dokumen imigrasi bagi WNA; dan 
d. akta nikah I akta perlcawinan yang bersangkutan. 

(3) Berdasarkan laporan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kcmatian, 
menerbitkan Kutipan Akta Kcmatian dan memberikan catatan 
pinggir pada Akta Kclahiran dan Akta Pcrkawinan yang 
bersangkutan. 

(4) Penerbitan surat ketcrangan kematian paling lama 3 (tiga) hari kerja 
setelah dipcnuhinya semua persyaratan. 

Bagian Kesepuluh 

Pencatatan Kematian 

Pasal 56 

(1) Setiap Pengesahan ana.k wajib dilaporkan oleh orang tua kepada 
Instansi Pc~ paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan 
ibu dari analt yang bersangkutan melakukan perkawinan dan 
mendapatkan kutipan akta perkawinan. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat 
pencatatan sipil membuat catamn pinggir pada akta kelahiran. 

(3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan 
pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perlcawinan yang sah. 

Bagian Kesembilan 

Pencatatan Pengesahan Anak 



Pasal 61 

(I) Perubahan nama yang tclah mendapat penetapan dari Pcngadilan 
Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlalcu 
wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga 
puluh) hari scjak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri 
oleh penduduk. 

(2) Berdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) Pejabat 
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan 
kutipan akta pencatatan sipil. 

Bagian Kesebelas 

Pencatatan Perubahan Nama 

Pasal60 

(I) Kematian Penduduk Orang Asing '-Tinggal Tetap dan Penduduk 
Orang Asing Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh 
keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pclaksana yang mengelola 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah tempat 
domisili yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh ) hari sejak 
kedatangannya di Indonesia. 

(2) Pencatatan kcmatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam 
dalam bank data kcpendudukan nasional dan ditcrbitkan tanda bukti 
pelaporan kematian luar negeri. 

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan fonnulir pelaporan kematian Penduduk Orang Asing, 
dengan kode F-2,20. 

(I) Kematian penduduk WNI yang terjadi di luar negeri, waj ib 
dilaporkan oleh keluarga yang bersangkutan atau kuasanya paling 
lama 30 (tiga pu)uh) hari sejak kedatangannya di Indonesia. 

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan fonnulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, 
dengan kode F-2.18. 

(3) Pcncatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam 
dalam bank data kependudulcan nasional dan diterbitkan tanda bukti 
pelaporan kematian luarncgeri, dengan kode F-2.19. 

Pasal 59 

(2) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang 
atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan olch Pejabat 
Pcncatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 

(3) Dalam ha) terjadi kematian seseorang yang tidak jelas idcntitasnya, 
lnstansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan 
ketcrangan dari -Kepolisian. 

; 



Bagian Ketigabelas 

Pembatalan dan Perubahan Alda 

Pasal 65 

( 1) Alda catatan sipil dapat dibatalkan bcrdasarkan putusan pengadilan. 
(2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah 

mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) bari 
kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan. 

(3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam 
register akta. 

Pasal64 

Instansi Pelaksana mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang 
merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara 
Asing. 

PasaJ 63 

( 1) Data perubahan kcwarganegaraan yang diterima dari Perwakilan 
Republik Indonesia berdasark.an pelaporan dari penduduk dicatat 
oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil. 

(2} Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) mcnggunakan fonnulir pelaporan perubahan 
kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Juar negeri, dengan kode 
F-2.26. 

Bagian Keduabelas 

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan 

Pasal 62 

(1) Inscansi Pelakyoa mcncatat perubahan kewargancgaraan penduduk 
yang telah mendapatkan penctapan I pengesahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 60 ( enam 
puluh) hari kerja sejak penetapan /pengesahan. 

(2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicatat oleh Pcjabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil 
dalam bentuk catatan pinggir. 

(3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan forrnulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI 
menjadi WNA di Indonesia, dengan kode F-2.24 dan fonnulir 
pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, 
dengan kode F-2.25. 



(I) Pengadaan blangko dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan 
memilih pcrusahaan pereetakan yang telah mempunyai kualifilcasi 
izin pcncetakan dolrumcn sekuriti sesuai dcngan ketentuan pcraturan 
perundang-undangan. 

(2) Sebelum melakukan pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) Pemerintah Daerah harus mcndapetkan nomor register dari 
Departemcn Dalam Negcri. 

Pengadaan 

Pasal67 

Bagian Kesatu 

BLANGKO OOKUMEN KEPENDUDUKAN 

BAB Vi 

Bagian Keempatbelas 

Pcncatatan Peristiwa Pcnting Lainnya 

Pasal 66 

( l) Atas dasar pcnnintaan pcnduduk, Instansi Pclaksana di daerah 
mencatat pcristiwa pcnting lainnya yang telah mcndapatkan 
penetapan pengadiJan paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak 
diterimanya saJinan pcnetapan pengadilan. 

(2) Pcristiwa pcnting lainnya scbagaimana dimalcsud pada ayat (1) 
dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan Kutipan 
Aleta -akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir. 

(3) Pencatatan pcristiwa penting lainnya sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) menggunakan fonnulir pelaporan peristiwa penting lainnya, 
dengan kode F-2.22. 

(4) Pembata)an alcta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam daJam 
bank data kependudukan nasional. 

(5) Instansi Pelaksana mclakukan perubahan akta-akta pencatatan sipil 
atas dasar pcnnintaan penduduk. 

( 6) Bcrdasarkan pepnintaan perubahan alcta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), lftstansi Pclaksana mencatat dalam register alcta-akta 
dan memberikan catatan pinggir. 



( 1) Instansi Pelalcsana melakukan penatausahaan Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan SipiJ di daerah. 

(2) Penatausahaan Pcndaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
scbagaimana dimalcsud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Instansi 
Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil di daerah, kecamatan dan desa I kelurahan. 

Pasal 70 

BAB VII 

PENATAUSAHAANPENDAFfARANPENDUDUK 

DAN PENCATATAN SIPIL 

(3) Laporan sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) meliputi : 
a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan 

pencetakan blangko ; 
b. jumlah blangko yang dicetak ; dan 
c. jumlah dokumen yang diterbitkan. 

(2) Hasil pembukuan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dilaporkan 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur. 

'. 

( l) Instansi Pelaksana menyelcnggarakan pembukuan, pencetakan serta 
penggunaan blangko setiap bulan. 

Bagian Ketiga 

Pembukuan Penggunaan Blangko 

Pasal 69 

Bagian Kedua 

Pengisian Data 

Pasal 68 

Pengisian elemen ~ta pada blangko ~ KTP, Surat Keterangan 
Tinggal Sementara dart Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register 
Akta serta Kutipan Aleta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual 
atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan. 



c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas : 
,: 

1. Buku Induk Penduduk Bagi WNI, dengan kode BK-1.09; 
2. Buku lnduk Penduduk Bagi Penduduk Orang Asing Tinggal 

Tetap, dengan kode BK-1.10; 
3. Buku lnduk Pcnduduk Bagi WNI Tinggal Sementara, dcngan 

kode BK-1.11 ; dan 
4. Buku Induk Penduduk Bagi Penduduk Orang Asing Tinggal 

Terbatas, dengan kode BK-1.12. 

Pasal 72 

(I) Pemerintah daerah melakukan pengelolaan dokumcntasi Register 
Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh 
Akta Catatan Sipil di daerah. 

(2) Pengclolaan dokwnentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi 
perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register 
Akta Catatan Sipil. 

(3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan 
tidak boleh dimusnahkan. 

b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas : 

1. Buku Mutasi Bagi WNI, dengan kode BK-1.04; 
2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK- 

1.05; 
3. Buku Mutasi Bagi WNI Pindah Sementara, dengan kode BK- 

1.06; 
4. Buku Mutasi Bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK- 

1.07; dan 
5. Buku Mutasi Bagi Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, 

dengan kode BK-1.08. 

Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pcncatatan Sipil 
menggunakan tiga jcnis buku scbagai berikut : 
a. Buku Harian P,ristiwa Pcnting dan Peristiwa Kependudukan terdiri 

atas: 
1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan 

untuk tingkat desa/kelurahan, dengan kode BK-1.01; 
2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kcpendudukan 

untuk tingkat kecamatan, dengan kode BK- l.02;dan 
3. Buku Harian Pcristiwa Pcnting dan Peristiwa Kependudukan 

untuk tingkat kabupaten., dengan kode BK-1.03. 

Pasal 71 



Pasal 75 

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
Pemerintah Daerah dalam rangka Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil meliputi : 
a KTP; 
b. kartu keterangan bertempat tinggal; 

Bagian Kesatu 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

Pasal 74 

( 1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak K.artu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas jasa 
pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Si pit. 

(2) Setiap penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
dikenakan retribusi. 

BAB IX 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIA YA CET AK KARTIJ T ANDA 
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL ,, 

Pasal 73 

(I) Lurah/Kepala ibesa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara 
reguler setiap triwulan. 

(2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil yang disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa dan membuat 
rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati 
Cq. Instansi Pelaksana secara reguler setiap triwulan. 

(3) lnstansi Pelaksana menghimpun dan merckapitulasi laporan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh 
Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler 
setiap triwulan. 

( 4) Bupati menyampaikan laporan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil kepada Gubemur secara regaler setiap triwulan. 

BAB VIII 

PELAPORAN 



Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besamya tarif 
retribusi ditetapkan dengan memperhatilcan biaya penyediaan jasa, 
kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian 
atas pelayanan tersebut 

Pasal 79 

Prinsip Dalun Penctapan Struktur 

Dan Bcsamya Tarif Rettibusi 

Bagian Keempat 

Tingkat penggunan jasa diukur berdasarkan pelayanan penerbitan 
dokumen penyelenggaraaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil. 

PasaJ 7.8 

Bagian Ketiga 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Retribusi Penggantian Biaya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil termasuk golongan jenis Retribusi Jasa Umum. 

Pasal 77 

Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 

Pasa176 

Subjek Retribusi adalah orang pnoadi atau badan yang menggunalcan 
atau menikmati pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akta 
Catatan Sipil. 

c. 1cartu identitas kerja; 
d. kartu penduduk sementara; 
e. 1cartu idcntitas penduduk musiman; 
f. 1cartu keluarga; dan 
g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, 

akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga 
negara asing, dan akta kematian. 

i 



Retribusi 
No. Jenis Pelayanan 

WNI WNA 
1. Pencatatan Perkawinan : 

a Di dalam Kantor Rp. 25.000,- Rp. 100.000,- 
b. Di luar Kantor Rp. 50.000,- Rp. 200.000,- 

2. Kutipan Akta Perkawinan Rp. 15.000,- Rp. 75.000,- kedua dan seterusnya 
3. Pencatatan dan Penerbitan Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Kutipan Akta Perceraian 
4. Kuti pan Akta Perceraian Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- kedua dan seterusnya 
5. Pencatatan dan Pcnerbitan Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Kutipan akta Kematian 
6. Kutipan Akta Kematian kedua Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- dan seterusnya 
7. Pencatatan dan penerbitan 

Kuti pan Akta Pengakuan Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- 
Anak 

8. Kuti pan Akta Peogalruan Rp. 60.000,- Rp. 125.000,- Anak kedua dan seterusnya 
9. Pencatatan Peogesahan Anak Rp. 50.000,- Rp. I 00.000,- 

10. Pencatatan Pengangkatan Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Anak 

b. Retribusi Pencatatan Sipil : 

Retribusi j ,• - ICUl penduduk : ,. 
Retribusi No. Jenis Pelayanan 

WNI WNA 
1. KTP Rp. Rp. 

8.000,- 25.000,- 
2. Kartu Keterangan Bertempat Rp. Rp. 

Tinggal 5.000,- 10.000,- 
3. Kartu Identitas Kerja Rp. Rp. 

5.000,- 10.000,- 
4. Kartu Penduduk Sementara Rp. Rp. 

5.000,- 10.000,- 
5. Kartu Identitas Penduduk Rp. Rp. 

Musi man 5.000,- 10.000,- 
6. Penerbitan KK Rp. Rp. 

\ 5.000,- 15.000,- 

a. 
( 1) Struktur clan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

Bagian Kelima 

Struktur clan Besamya Tarif 

Pasal 80 



Pasal 82 

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar. 

Bagian Keenam 

Wilayah Pemungutan 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(4) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian. 

(5) Penetapan Tarif Retribusi sebagaiama dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 81 

(2) Bupati dapat memberi keringanan atau pembebasan biaya retribusi 
terhadap penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil bagi keluarga miskin. 

(3) Keluarga rniskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 
keluarga miskin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku. " 

No. Jenis Pelayanan 
.1.,\., t1UU~1 

WNI WNA 
I. Pengesahan KTP, KK dan 

Kuti pan Aleta - Aleta Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Pencatatan Sipil maksimal IO 
(sepuluh) lembar 

c. Retribusi pengesahan KTP, KK dan Kutipan Akta Pencatatan 
Sipil 

11. Pencatatan perubahan narna Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- 

12. Salinan Aleta Perkawinan Rp. 50.000,- Rp. 125.000,- 

13. Salinan Aleta Perceraian Rp. 65.000,- Rp. 125.000,- 

14. Salinan Aleta Kematian Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- 

15. Salinad Aleta Pengakuan Anak Rp. 50.000,- Rp. 125.000,- 

16. Penerbitan Surat Keterangan Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Catatan Sipil 



(1) Retribusi yang telah disetor ke Bendaharawan Penerima wajib disetor 
ke Kas Daerah paling lama I x 24 jam. 

(2) Apabila penyetoran tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dikeluarkan surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejakjatuh 
tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka walctu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat 
teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. 

(4) Surat teguranlperingatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikeluarlcan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan, penyetoran 
dan penagihan diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 85 

(I) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan K witansi atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

Pasal 84 

Bagian Kedelapan 

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Penagihan 

(2) Pembayaran retribusi dilakukan pada tempat dimana jasa layanan 
diberikan. 

(3) Bupati atas pennohonan wajib retribusi setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada 
wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
retribusi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat 
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal83 

(1) Pembayaran rwf~usi yang terutang harus dibayar sekaligus. 

Bagian Ketujuh 

Penentuan Pembayaran. Tempat Pembayaran, Angsuran dan 

Penundaan Pembayaran 



Pasal87 
(1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampui batas waktu 

dilcenai sanksi berupa denda administratif. 

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan 
mengenai: 
a. pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas 

dan izin tinggal tetap scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 

SANKSIADI\.fiNISTRATIF 
BABX 

Pasal86 
(1) Hale untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa 

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terhutangnya Retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak 
pidana dibidang retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tertangguhjika: 
a. diterbitkan surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung 

maupun tidak angsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
diterimanya surat teguran tersebut. 

( 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belurn 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapet dilcetahui dari pengajuan 
pennohonan angsunn atau penundaan pembayaran dan pennohonan 
keberatan oleh wajib retribusi. 

( 6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus. 

(7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang 
retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kesembilan 

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa 



a. pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(1); 

b. pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat {1); 

c. Pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud 
dalarn PasaJ 50 ayat ( 1 ); 

d. Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; 
e. Pelaporan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 53 ayat {l); 
f. Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (1 ); 

mengenai: 
(2) Dcnda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan 

( 1) Pelaporan peristiwa penting yang melampui betas waktu dikenai 
denda administrati( 

Pasal 88 

b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 34 ayat ( 1 ); 

c. pindah damng dari luar negeri bagi orang asing sebagaimana 
dimalcsud daJam PasaJ 36 ayat ( 1 ); 

d. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas 
menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 38 a)'ft {1); 

e. pindah kelt&r negeri bagi orang asing yang memiliki izm 
tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 40 ayat ( 1); 

f. penduduk yang melakukan perubahan KK sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 15 ayat ( 10) atau penduduk yang 
memperpanjang KTP sebagaimana dimaksud da1am Pasal 17 
ayat (1 ); dan 

g. Pindah tingga] sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 
28 ayat (1). 

(3) Denda administratif dikenakan pula terhadap : 
a. penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin 

tinggal tetap yang wajib KTP bepergian tidak membawa KTP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 4 ); 

b. penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang 
bepergian tidak membawa Surat Keterangan tempat tinggal; dan 

c. penduduk tinggal sementara bepergian tidak membawa surat 
keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 28 ayat {S). 

(4) Pejabat dan/atau petugas pada lnstansi Pelaksana yang melakukan 
tindakan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam 
batas waktu yang ditentukan. dikehalcan sanksi administratif sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 



(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 

laporan berkenaan dengan tindak. pidana di bidang retribusi dan 
agar keterangan atau laporari tersebut menjadi lenglcap dan 
jelas. 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak. pidana menyangkut 
retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan undak. pidana dibidang retribusi; 

d. merneriksa buku-bulcu, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak. pidana di bidang retribusi; 

e. melalrukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak. pidana di bidang retribusi; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf c; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak. pidana 
retribusi; 

Pasal 90 

( 1) Disamping Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

BAB XI 

Ketentuan lebih lanjut mengenai besamya denda administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 89 

g. Pelaporan pengak.uan anak. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
55 ayat (l); 

h. Pelaporan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat ( 1 ); dan 

i. Pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
56 ayat (1). 



Pasal 92 

( 1) Dalam hal terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau 
sebagian daerah dinyatakan dalarn keadaan bahaya, dengan 
tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka 
pejabat sipil yang ditunjuk berwenang membuat surat keterangan 
tentang Peristiwa Penting clan Peristiwa Kependudukan. 

(2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Besar 
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan 
kepada penduduk tanpa di pungut biaya. 

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai dasar 
penerbitan dokumen kcpendudukan. 

( 4) Da1am hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, Instansi 
Pelaksana secara aktif memberikan pelayanan kepada penduduk 
untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

(5) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil tetap melibatkan kepala dusun/lingkungan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat ( 6) dan Pasal 16 
ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
rupiah). 

Pasal 91 

KETENTUAN PIDANA 

BAB XII 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidik.an; 
k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik se~imana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyarnpaikan basil penyidikannya 
kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang­ 
Undang Hukum Acara Pidana. 



3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 15 
Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam 
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) 
di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Kali Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 15 
Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam 
Kerangka Sistem lnformasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) 
di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Gianyar Tahun 2002 Nomor 1, Seri B Nomor 1 ); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Daerah 
Tingkat II Gianyar; 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 4 
Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk; 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

Pasal 95 

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, format blangko dan 
pengisian Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal94 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XIV 

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi penduduk 
korban bencana alam dan Penduduk Korban Bencana sosial di berikan 
kepada penduduk tanpa dipungut biaya. 

Pasal 93 
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SEKRETARIS D RAH KABUPATEN GIANYAR, 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 1 April 20 IO 

KA ARTHA ARDHANA SUKA WATI 

BUPATI GIANY AR, 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal I April 20 IO 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Gianyar. 

j 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 96 



I. UMUM 
Bahwa pada hakekatnya Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk 

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribedi dan status 

hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. 

Demikian sebaliknya setiap penduduk wajib melaporkan setiap kejadian peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Pemerintah melalui 

Pemerintah Daerah, karena hal ini akan membawa implikasi perubahan dasar identitas 

atau surat keterangan kependudukan. 

Peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksudkan diatas antara lain meliputi 

perubahan alamat, pindah datang untulc menetap, tinggal terbatas, perubahan status 

orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting antara 

lain meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan 
dan pengesahan anak, ganti nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa 

penting lainnya. 

Menyadari demikian pentingnya masalah kependudukan, maka 
pengadministrasian kependudukan perlu diadakan secara profesional, kontinyu, terpadu 

dan berkelanjutan oleh semua pihak terkait 

Administrasi kependudukan dimaksudkan adalah suatu rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan infonnasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan 

sektor lain. 

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan hak­ 

hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan 

dokumen kependudukan. 

I- TENTANG 
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIA YA PENDAFf ARAN PENDUDUK 

DAN PENCATATAN SIPIL 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPA TEN GIANY AR 

NOMOR 7 TAHUN 2010 



Adapun tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah: 

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk 

untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh 

penduduk; 

2. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 

3. mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan 

4. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait. 

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, bahwasanya penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di daerah Kabupaten dilaksanakan Pemerintah Kabupaten melalui 

Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya membidangi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan berkaitan dengan penyelenggaraan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu membentuk Peraturan Daerah 

Kabupaten Gianyar yang berbasis Sistem Infonnasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK) serta mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 

4 Tahun 1999 tentang Retnbusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat Il Gianyar Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Infonnasi Manajemen Kependudukan 

(SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Pertama Kali Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar 

Nomor 15 Tahun 1996. 

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: 

1. memenuhi Hak Asasi setiap orang; 

2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam 

pelaksanaan administrasi kependudukan; 

3. memenuhi data statistik di Kabupaten Gianyar maupun secara nasional; 

4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara lokal, 

regional maupun nasional; dan 

5. mendukung pembangunan Sistem Infonnasi Administrasi Kependudukan. 
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